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KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 

DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2014-2020  

 
Kania Falahiatika Hidayat1 

Abstrak 
 

Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua telah berlangsung selama dua puluh tahun, 

namun nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesenjangan di 

Provinsi Papua. Pada tahun 2021 Papua masih menjadi provinsi yang memiliki status desa 

sangat tertinggal terbanyak dengan nilai rata-rata indeks desa membangun (IDM) sebesar 

0,4563 dan 27,38 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, 

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan daerah Provinsi Papua tahun 2014 

hingga 2020 yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur untuk peningkatan kinerja 

keuangan Otsus Provinsi Papua pada periode berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berdasarkan indikator keberlanjutan, fleksibilitas, maupun kerentanan kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada tahun 2014 hingga 2020 belum 

menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dikarenakan rendahnya kapasitas SDM, 

pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, kurangnya pengawasan dari 

pemerintah pusat dalam pengelolaan dana Otsus, dan timbulnya flypaper effect atau 

kecenderungan bergantung pada dana transfer pusat daripada penggalian sumber-sumber 

PAD baru. 

 

Kata kunci: otonomi khusus, Provinsi Papua, kinerja keuangan daerah 

 
Abstract 

 

Although Special Autonomy (Otsus) in Papua Province has been going on for twenty years, 

it has not had a significant impact on inequality in Papua Province. In 2021, Papua 

obtained a status of province with the most underdeveloped villages with an average value 

of developing village index 0.4563 and 27.38 percent of the population is below the poverty 

line. By using a qualitative approach and collecting secondary data through literature 

studies, this study aims to examine the regional financial performance of Papua Province 

from 2014 to 2020 which can be used as an evaluation and benchmark for improving the 

regional financial performance of Papua Province in the next period of Otsus. The study 

found that based on indicators of sustainability, flexibility and vulnerability, the financial 

performance of the Regional Government of the Papua Province from 2014 to 2020 has not 

shown good performance. This is due to the low capacity of human resources, funds 

allocation that are not in accordance with their purpose, lack of supervision from the central 

government in managing the Special Autonomy funds, and the emergence of the flypaper 

effect or the tendency to depend on central transfer funds rather than exploring new sources 

of regional income. 
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PENDAHULUAN 

Desentralisasi telah diimplementasikan di beberapa negara dengan tujuan untuk mencapai 

alokasi sumber daya yang lebih efisien dan dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang 

lebih baik sebagaimana pemerintah daerah memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih 

baik tentang daerah mereka (Li et al., 2020). Tarlton (1965) memperkenalkan dua bentuk 

desentralisasi, yakni desentralisasi simetris dan asimetris. Desentralisasi asimetris mengacu 

pada adanya perbedaan pada besaran otonomi dan pembagian kekuasaan di antara 

pemerintah daerah (Cahyaningsih & Fitrady, 2019). Adanya konsep desentralisasi asimetris 

bukanlah wujud dari kegagalan desentralisasi biasa, melainkan untuk mendukung 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dalam mengelola keragaman 

lokal (Dewi, 2021). 

 Desentralisasi asimetris memiliki beberapa bentuk, diantaranya politik, 

administrasi, dan fiskal (Cahyaningsih & Fitrady, 2019). Ketiga desentralisasi tentu akan 

memengaruhi seberapa besar kewenangan dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah, salah 

satunya terkait kinerja keuangan daerah. Sebab desentralisasi asimetri fiskal berimplikasi 

pada adanya perbedaan transfer fiskal, pembagian dari pendapatan pajak pusat, penugasan 

tanggung jawab fiskal, dan juga otonomi fiskal untuk berbagai pemerintah daerah 

(Cahyaningsih & Fitrady, 2019). Meskipun adanya desentralisasi asimetris diyakini dapat 

menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi masih terdapat perdebatan apakah penyediaan 

pelayanan publik akan lebih baik dengan sistem desentralisasi asimetris dibandingkan 

dengan desentralisasi simetris. 

Desentralisasi asimetris juga diterapkan di Indonesia melalui Otonomi Khusus 

(Otsus) yang diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Otsus pertama kali diterapkan di 

Provinsi Papua pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemberian hak khusus ini atau disebut pula 

dengan desentralisasi asimetris, dilatarbelakangi oleh sentralisasi pada masa Orde Baru 

yang melahirkan adanya kesenjangan antara pusat dan daerah maupun antar daerah, yang 

berujung pada gerakan separatisme yang mengancam integrasi nasional (Safa’at, 2014). 

Pemberian Otsus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, mewujudkan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta demokrasi (DPR 

RI, 2021).  
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Bentuk kekhususan bagi Provinsi Papua yang termaktub dalam UU No. 21 tahun 

2001 seperti sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua 

(DPRP) yang dipilih melalui pemilihan langsung dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang 

merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang terdiri dari wakil adat, agama, dan 

perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP (Mutaqin, 

2013). Kekhususan lainnya seperti kewenangan membentuk partai lokal, kandidat gubernur 

dan wakil gubernur harus Orang Asli Papua (OAP) dan bertanggung jawab kepada DPRP, 

sistem pemilihan melalui mekanisme “Noken” di wilayah tertentu, kewajiban pemerintah 

membentuk sistem untuk melindungi HAM, serta diberikan dana desentralisasi dan 

kapasitas fiskal yang lebih besar dibanding daerah lainnya (Mutaqin, 2013; Tauda, 2018). 

Grafik 1. Persentase Penduduk Miskin Papua Menurut Kota dan Desa 2012-2021 

 

Sumber: Databoks, 2021 (Telah Diolah Kembali) 

 

Meskipun Otsus di Provinsi Papua telah berlangsung selama dua puluh tahun, 

namun nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesenjangan di 

Provinsi Papua. Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Mendes PDTT), Papua menjadi provinsi yang memiliki status desa sangat 

tertinggal terbanyak pada tahun 2021, dengan nilai dari rata-rata indeks desa membangun 

(IDM) sebesar 0,4563 (Databoks, 2021). Hingga tahun 2021, sebanyak 3.604 atau 66,6% 

desa di Papua berstatus sebagai desa sangat tertinggal dari total 5.411 desa yang ada di 

wilayah tersebut (Databoks, 2021). Begitu juga pada angka kemiskinan, selama sepuluh 

tahun tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan (terlihat pada Grafik 1). Pada tahun  
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2012 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua mencapai 966,56 ribu jiwa atau 30,66 

persen, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 944,49 ribu jiwa atau sebesar 27,38 persen 

(Databoks, 2021). 

Fenomena ini pada dasarnya cukup ironis dengan adanya pemberian Otsus bagi 

Provinsi Papua. Secara umum, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari 

pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Namun dengan adanya Otsus, 

Provinsi Papua mendapat begitu banyak hak keistimewaan, yakni pemberian dana Otsus 

dan dana tambahan infrastruktur (DTI) dari pemerintah pusat yang berasal dari anggaran 

pendapatan dan belanja nasional (APBN) (DPR RI, 2013). Terlebih lagi,  pengalokasian 

Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sumber daya alam minyak bumi dan gas (migas) juga lebih 

tinggi (Safa’at, 2014).  

Penelitian Budiratna dan Qibthiyyah (2020) menunjukkan bahwa transfer dana 

otonomi khusus pada tahun 2013 hingga 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap angka 

kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Hal ini dikarenakan tidak adanya persentase 

alokasi yang eksplisit bagi pengentasan kemiskinan pada UU dan dana Otsus relatif 

digunakan untuk program yang kurang berkualitas dan tidak berdampak jangka panjang 

(Budiratna & Qibthiyyah, 2020). Lebih lanjut disebutkan bahwa dua puluh tahun 

pelaksanaan Otsus tidak disertai perencanaan yang matang sejak awal penerapannya serta 

selama implementasi tidak dibarengi dengan pengawasan ketat, sehingga seringnya alokasi 

dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tidak ditindak secara 

serius (Bonasir, 2021). Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011 

menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat 

senilai Rp4,281 triliun  (Bonasir, 2021). 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa meskipun dana Otsus 

yang diberikan mencapai Rp138,65 triliun dalam dua dekade pelaksanaan Otsus di Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat, namun pelaksanaannya tetap tidak efektif dalam 

mengurangi kesenjangan karena disiplin tata kelola keuangan yang lemah (Anggraeni, 

2021; Bonasir, 2021). Hal tersebut juga diakui oleh Wakil Bupati Mimika, John Rettob 

bahwa Papua telah diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan 

berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat yang disertai pula dengan 

dukungan dana, namun tata kelola keuangan dan perencanaannya belum dilaksanakan 

secara baik (Bonasir, 2021).  
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Kebijakan kenaikan dana Otsus bagi Provinsi Papua sebesar 2,25 persen dari 

sebelumnya 2 persen yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dipertanyakan oleh 

banyak pihak (Rusiana, 2021). Pasalnya pelaksanaan Otsus pada periode sebelumnya saja 

belum dapat dikatakan efektif dan pemerintah belum melakukan evaluasi secara 

komprehensif, bahkan Otsus masih mengalami pro dan kontra pula bagi masyarakat 

setempat untuk tetap dilanjutkan atau tidak (Putri, 2020; Kartika, 2021). 

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai dana Otsus 

pada lokus Provinsi Papua. Budiratna dan Qibthiyyah (2020) meneliti mengenai evaluasi 

transfer dana Otsus di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat; Anwar, Abdullah, dan Hadi 

(2018), Junaedi dan Susanta (2021), Hasibuan (2021) meneliti mengenai pengelolaan dana 

Otsus; serta Nurmasari dan Al Hafis (2021) dan Samputra (2020) meneliti mengenai 

dampak dana Otsus. Penelitian-penelitian tersebut merupakan representasi dari penelitian-

penelitian terdahulu mengenai dana Otsus Provinsi Papua. Setelah dipetakan, masih terdapat 

celah kekosongan penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah di lokus Pemerintah 

Provinsi Papua pada rentang waktu 2014 hingga 2020. Terlebih pada penelitian ini akan 

menilai kinerja keuangan daerah menggunakan ukuran solvabilitas yang terdiri dari tiga 

indikator, yakni keberlanjutan, fleksibilitas, dan kerentanan (Gomez, Hernandez, & Bastida, 

2009). Dengan indikator-indikator ini, penelitian akan menjadi lebih komprehensif karena 

akan membahas mengenai dampak pemberian dana Otsus terhadap kesejahteraan 

masyarakat, kemampuan dalam merespons perubahan ekonomi atau keadaan keuangannya, 

serta tingkat ketergantungan pada pendanaan eksternal yang diterima melalui transfer dan 

hibah. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji mengenai kinerja keuangan daerah 

Provinsi Papua yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur untuk peningkatan 

kinerja keuangan Otsus pemerintah daerah Provinsi Papua pada periode berikutnya. Adapun 

analisisnya akan berfokus pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 hingga 

2020, sebagaimana beliau menunjukkan keseriusannya untuk membangun pemerataan 

pembangunan di wilayah timur, termasuk Provinsi Papua dengan terminologi pembangunan 

“Indonesia Sentris”, bukan “ Jawa Sentris” (Nugroho, 2020).  
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METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang 

berupaya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang realitas sosial, yang 

mana mencakup proses, pola makna, dan fitur struktural (Flick, von Kardorff, dan Steinke, 

2004). Dengan digunakannya pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap faktor signifikan 

penyebab kesenjangan yang terus terjadi di Provinsi Papua meskipun Otsus telah 

dilaksanakan selama dua puluh tahun. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang 

terjadi (Soendari, 2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

kepustakaan, yakni mengkaji sumber tertulis dari berbagai literatur, di antaranya buku, 

jurnal, surat kabar, dokumen, perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan 

fokus penelitian (Nilamsari, 2014). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah 

metode ilustratif di mana teori akan diterapkan pada latar sosial yang konkret dan data akan 

diorganisasikan berdasarkan teori (Neuman, 2014). 

PEMBAHASAN 

Pada tahun 2002 Provinsi Papua telah ditetapkan sebagai wilayah Otonomi Khusus 

(Otsus) sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Otsus 

memberikan Provinsi Papua hak untuk menerima dana Otsus yang besarnya setara dengan 

dua persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang utamanya ditujukan 

untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, yang masing–masing minimal tiga puluh 

persen dan lima belas persen (DPR RI, 2013). Namun dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 

2021, terjadi kenaikan alokasi DAU menjadi 2,25 persen dan pembiayaan untuk kesehatan 

minimal sebesar 20 persen (DPR RI, 2021). Implikasinya adalah besaran alokasi dana dapat 

meningkat setiap tahunnya mengikuti kenaikan pendapatan negara (DPR RI, 2013). Selain 

dana Otsus, terdapat alokasi lain yang telah disepakati salah satunya adalah dana tambahan 

infrastruktur antara pemerintah pusat dengan DPR (DPR RI, 2013). 

Dana Otsus tersebut kemudian dibagi kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar 60 

persen dan sisanya menjadi hak pemerintah provinsi (DPR, 2013). Dengan lahirnya 

Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua No. 25 Tahun 2013 tentang Pembagian 

Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, terjadi perubahan 

pembagian di mana Pemerintah Provinsi Papua mendapat dua puluh persen sedangkan  
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pemerintah kabupaten/kota sebesar delapan puluh persen. Adapun penyaluran dana tersebut 

melalui nota kesepakatan antara gubernur dan bupati/walikota yang diatur dalam peraturan 

gubernur dengan menyesuaikan pada pencairan dana (DPR, 2013). Dana Otsus bagian 

kabupaten/kota telah diatur untuk dialokasikan pada pembiayaan pelayanan pendidikan 

minimal 30 persen; kesehatan minimal 15 persen; ekonomi kerakyatan minimal 25 persen; 

serta pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20 persen (Widodo, 2019). Sumber 

keuangan lain dalam rangka Otsus Provinsi Papua adalah DBH pertambangan minyak bumi 

sebesar 70 persen dan DBH gas alam sebesar 70 persen.  

Tabel 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 2014-2020 (Dalam Rupiah) 

No. Tahun Dana Otsus DIT Total 

1 2014 4.777.070.975.000 2.000.000.000.000 6.777.070.975.000 

2 2015 4.940.429.880.000 2.250.000.000.000 7.190.429.880.000 

3 2016 5.395.051.859.400 1.200.000.000.000 6.595.051.859.400 

4 2017 5.580.152.407.000 2.625.000.000.000 8.205.152.407.000 

5 2018 5.580.152.407.000 2.625.000.000.000 8.205.152.407.000 

6 2019 5.808.230.158.000 2.824.446.537.000 8.632.676.695.000 

7 2020 5.861.910.600.000  2.853.973.800.000 8.715.884.400.000 

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2021 

 

Kinerja Keuangan Provinsi Papua  

a. Keberlanjutan 

 Diberikannya desentralisasi asimetris atau Otsus kepada Provinsi Papua diharapkan 

membawa manfaat bagi administrasi publik, termasuk untuk menciptakan pertumbuhan, 

akuntabilitas, dan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah 

(Romdioni et al., 2020). Terdapat pengaruh kuat pada implikasi fiskal yang disertai dengan 

diskresi penuh dalam pengelolaannya sehingga berpeluang menjadi stimulus fiskal bagi 

Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan belanja daerah dalam memenuhi kebutuhan  
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masyarakat, seperti layanan umum, infrastruktur dasar, serta penyediaan barang dan jasa 

publik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Widodo, 2019). 

Tetapi nyatanya setelah dua puluh tahun diberlakukan, Otsus tidak memberikan dampak 

yang signifikan terhadap kemajuan Provinsi Papua.  

Grafik 2. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2014-2021 

 

Sumber: Databoks, 2021 

IPM digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan karena perhitungannya 

dapat merefleksikan keterbukaan akses terhadap hasil pembangunan bagi penduduk dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (BPS, n.d.). Meskipun data 

IPM Provinsi Papua yang termuat pada Gambar 2 cenderung terus meningkat, namun skor 

tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata IPM nasional tahun 2020 sebesar 71,94, 

sekaligus paling rendah di antara provinsi lainnya (Databoks, 2021). Terlebih lagi, hanya 5 

dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang mendapatkan skor IPM berkategori tinggi 

(Databoks, 2021). 

Rendahnya nilai IPM Provinsi Papua cukup mengherankan, sebagaimana jika kita 

bandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang berstatus sebagai provinsi dengan 

pendapatan tertinggi tahun 2016, yakni Rp53,7 triliun, menyandang nilai IPM tertinggi 

(Juliarini & Hatmoko, 2020). Sedangkan Provinsi Papua meskipun menempati urutan 

kelima tertinggi provinsi dengan pendapatan tertinggi, yakni Rp12,58 triliun, nilai IPM-nya 

berada di urutan terendah (Juliarini & Hatmoko, 2020). Idealnya, dua puluh tahun 

terselenggaranya Otsus bagi Provinsi Papua dapat mendongkrak skor IPM masyarakat. 

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan Juliarini dan Hatmoko (2020) menunjukkan  
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bahwa dana Otsus memiliki hubungan positif dengan nilai IPM di Provinsi Papua, tetapi 

sangat kecil.  

Jika kita telaah alokasi dana Otsus pada tabel 2, sebagian besar penggunaan dana 

pendidikan di bawah 30 persen, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 

21 Tahun 2001 dan Perdasus Nomor 13 Tahun 2016, kecuali pada tahun 2019. Berdasarkan 

data dari BAKN DPR RI (2020), masih terdapat 4 kabupaten dari keseluruhan 29 

kabupaten/kota di Provinsi Papua yang belum mengalokasikan 30 persen dari dana Otsus 

untuk pembiayaan pendidikan, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo Raya, 

dan Lanny Jaya. Begitu pula pada bidang kesehatan, terdapat 5 kabupaten yang belum 

mengalokasikan 15 persen dari dana Otsusnya, yaitu Kabupaten Nabire, Mappi, 

Mamberano Tengah, Puncak, dan Kota Jayapura (BAKN DPR RI, 2020). Dalam rentang 

tahun 2013–2017, realisasi dana Otsus untuk bidang pendidikan di Provinsi Papua rata-rata 

hanya sebesar 22,7 persen, sedangkan kesehatan rata-rata mencapai 19 persen (Widodo, 

2019). Mendukung hal tersebut, penelitian Widodo (2019) menyebutkan bahwa pendapatan 

Otsus berpengaruh negatif terhadap efisiensi belanja kesehatan, pendidikan, dan 

infrastruktur publik.  

Tabel 2. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun 2015-2019 

 

Sumber: BAKN DPR RI, 2020 

Berdasarkan tabel diatas terlihat penggunaan dana pendidikan cenderung tidak 

memenuhi ketentuan, tetapi menunjukkan bahwa pengalokasian dana untuk pendidikan 

tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien APBD untuk 

pendidikan yang sebesar 0.569779 mengindikasikan bahwa peningkatan dana pendidikan 

sebesar 1 rupiah akan menaikan IPM Provinsi Papua sebesar 0.569779 persen (Fahmi, 

2018). Tetapi berbeda halnya dengan kesehatan, karena alokasi dana terhadap kesehatan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua dengan nilai  
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koefisien -0.222406 (Fahmi, 2018). Hal ini terjadi karena anggaran bagi sektor kesehatan 

masih terlalu kecil untuk menopang peningkatan IPM di Provinsi Papua.  

Selain dari segi pendidikan dan kesehatan, infrastruktur juga menjadi hal yang 

penting diperhatikan karena infrastruktur akan membentuk pola perilaku dan perkembangan  

di masa depan (Chester, 2019). Secara langsung maupun tidak langsung, pembangunan 

infrastruktur juga akan memberi insentif ekonomi yang kuat untuk menyediakan akses pada 

perekonomian dan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) (Llanto, 2007; Laurance et al., 2013). Dalam mendorong 

pembangunan infrastruktur pemerintah pusat telah memberikan DTI sebesar Rp84,9 triliun 

ke Provinsi Papua sejak tahun 2002-2019 (Mayor, 2022). Tetapi ironisnya, pada tahun 2021 

jalan yang telah dibangun di Provinsi Papua sebesar 69,33 persen dengan kondisi jalan 

nasional di wilayah lain secara umum sebesar 91,27 persen (Kementerian PUPRa, 2021). 

Terlebih lagi, dari 2.358,82 km jalan di Papua pada 2020, sepanjang 954,69 km atau 40,5 

persen jalan di Papua dalam kondisi rusak (Databoks, 2020). Padahal pembangunan 

infrastruktur jalan sebagai bagian dari sistem transportasi akan berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi berkat faktor-faktor utama berikut: pengurangan biaya produksi, 

skala ekonomi, kesempatan kerja, konektivitas, integrasi pasar, dan aksesibilitas (Chohan, 

Imran, & Cheyne, 2011).  

Membahas mengenai kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua, dapat diukur pula 

dari pertumbuhan ekonomi karena idealnya peningkatannya akan menunjukkan adanya 

peningkatan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kata lain 

pertumbuhan ekonomi memberi trickle down effect (Indrawati, Sarfiah, & Destiningsih, 

2020). Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi 

adalah PDRB, yang ditujukan dapat meningkat setiap tahunnya (Dilliana et al., 2019). 

PDRB Provinsi Papua atas dasar harga berlaku mencapai Rp235,34 triliun, sedangkan atas 

dasar harga konstan mencapai Rp158,61 triliun pada tahun 2021 (Databoks, 2022). Hal ini 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua cukup baik sebagaimana 

pada tahun 2020 Provinsi Papua tidak masuk ke dalam sepuluh Provinsi dengan PDRB 

terendah (Databoks, 2021). Provinsi Papua juga pada tahun 2016 menempati urutan kelima 

tertinggi provinsi dengan pendapatan tertinggi, yakni Rp12,58 triliun (Juliarini & Hatmoko, 

2020). Begitu pula pada tahun 2020 dan 2021, Provinsi Papua menempati provinsi dengan  
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pendapatan tertinggi kelima yakni masing-masing mencapai Rp12,7 triliun 2021 dan 

Rp14,7 triliun (Anwar, 2022).  

PDRB per kapita Provinsi Papua tahun 2020 mencapai Rp57,9 juta dan jumlah 

tersebut tergolong cukup baik (Databoks, 2021). Namun ironisnya, penelitian Indrawati, 

Sarfiah, & Destiningsih (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 

Papua tahun 2014-2019, di mana setiap satu persen peningkatan pertumbuhan akan 

meningkatkan kemiskinan sebesar 0.025017 (selama variabel lain tetap). Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada trickle down effect pada pertumbuhan ekonomi terhadap 

penuranan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua. Penelitian Bouincha (2018) dan 

Sholeh (2012) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif pada 

kemiskinan terjadi karena peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh 

segelintir penduduk menengah ke atas yang ekonominya ditunjang oleh sektor industri 

(dalam Indrawati, Sarfiah, & Destiningsih, 2020). 

Fenomena yang telah dipaparkan di atas dapat terjadi karena pemberian dana Otsus 

dalam bentuk penuh di muka belum dikelola secara memadai dan menimbulkan terjadinya 

penyimpangan, yang akan memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dari pemberian Otsus 

Papua (BPK, 2021). Lebih lanjut disebutkan bahwa dua puluh tahun implementasi Otsus 

tidak disertai perencanaan matang dan pengawasan ketat, sekalipun alokasi dana kerap tidak 

sesuai dengan peruntukan (Bonasir, 2021). BPK (2021) juga mengemukakan kapasitas 

SDM pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Papua yang bertugas dalam 

perencanaan dan pelaksanaan Otsus belum memiliki kapasitas yang memadai, yang 

kemudian menimbulkan perencanaan dan alokasi dana Otsus tidak sesuai dengan ketentuan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawabannya tidak transparan dan akuntabel, serta pengawasan 

belum optimal.  

b. Fleksibilitas 

 Provinsi Papua merupakan satu-satunya provinsi yang tumbuh positif pada tahun 

2020, yakni sekitar 2,2 persen di tengah pandemi Covid-19 (Briantika, 2021). Adapun 

mengenai fleksibilitas atau kemampuan Pemerintah Provinsi dalam merespons kondisi 

ekonomi, khususnya di masa pandemi dapat dikatakan baik. Penyesuaian yang dilakukan 

Provinsi Papua pada tahun 2020 adalah mengeluarkan pekerjaan fisik dari APBD perubahan 

tahun 2020 ke APBD tahun 2021 (Pemprov Papua, 2020). Hal ini dilakukan untuk  
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mengurangi celah defisit yang terjadi sebagaimana realisasi pendapatan mengalami penurun 

lebih dari Rp1 triliun (Pemprov Papua, 2020). 

Sejak tahun 2000, 63 persen dari PDRB terbesar Provinsi Papua adalah 

pertambangan dan penggalian (Briantika, 2021). Kemudian pada tahun 2020 tambang dan 

galian berkontribusi 28 persen karena telah terjadi pergeseran sumber perekonomian ke arah  

sektor perdagangan, konstruksi, listrik, gas, persewaan, dan sebagainya yang menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan dalam merespons perubahan ekonomi (Briantika, 2021). 

Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua sudah mulai menunjukkan adanya 

pengembangan pada kapasitas keuangannya untuk tidak hanya mengandalkan pemasukan 

dari satu sumber.  

Perubahan sumber ekonomi Provinsi Papua telah terjadi pergeseran dari sektor 

tambang menuju ke arah perdagangan dan jasa masih belum cukup sebagaimana dana 

perimbangan masih menjadi komponen terbesar dalam penerimaan Provinsi Papua, yang 

disusul dengan DTI dan PAD (Budiratna & Qibthiyyah, 2020). Worumi (2018) 

mengemukakan bahwa hal ini dapat terjadi karena belum optimal dan belum mampunya 

Pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten/kota untuk menggali sumber-sumber 

penerimaan daerah. Sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan dana Otsus pada periode 

sebelumnya, Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana sedang berupaya untuk 

melakukan inovasi pajak untuk meningkatkan PAD, di mana pada tahun 2022 akan 

mengusahakan pengambilan kayu, penggunaan listrik, dan layanan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) untuk dikenakan pajak pula (Cepos, 2021). 

c. Kerentanan 

 Guna menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, daerah 

harus mampu menyiapkan SDM yang kompeten, sumber keuangan yang cukup, alat yang 

memadai, serta faktor organisasi dan manajemen organisasi yang baik (Kayame et al., 

2017). Meskipun pemerintah pusat memberikan transfer dana untuk penyelenggaraan 

desentralisasi, pendanaan tersebut harus digunakan untuk menciptakan potensi bagi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pajaknya (Romdioni, 2020). PAD, 

yang mana salah satunya adalah pajak daerah, menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk 

membiayai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki dan merupakan salah satu faktor 

pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Kayame et al., 

2017). Oleh karena itu, daerah diharapkan dapat menggali dan meningkatkan PAD-nya  
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sendiri secara maksimal serta mampu meningkatkan kemampuannya dalam 

menyelenggarakan urusan daerah. 

 Kemandirian suatu daerah dapat ditunjukkan dengan Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah (RKKD) yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai 

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya secara mandiri atau berasal dari  

sumber sendiri (Zuhri & Soleh, 2016). RKKD dapat dihitung dari PAD dibandingkan 

dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti transfer dari pusat, bagi 

hasil pajak, dan pinjaman (Halim, 2014). Adapun kriteria penggolongannya adalah rendah 

sekali (0 persen hingga 25 persen),  rendah (25 persen hingga 50 persen), sedang (50 persen 

hingga 75 persen), dan tinggi (75 persen hingga 100 persen).  

Tabel 3. PAD dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua 

No. Tahun PAD Pendapatan Lain RKKD Keterangan 

1 2014 944.929.691.841 9.764.889.257.686 9,68% Rendah sekali 

2 2015 912.908.312.259 10.892.859.040.860 8,38% Rendah sekali 

3 2016 1.019.732.912.606 11.548.106.855.627 8,83% Rendah sekali 

4 2017 1.020.372.304.364 11.986.440.360.563 8,51% Rendah sekali 

5 2018 1.050.372.166.512  12.435.685.044.168 8,45% Rendah sekali 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022 

Berdasarkan perhitungan RKKD yang termuat dalam tabel 2, dapat terlihat bahwa 

kemandirian keuangan daerah Provinsi Papua masih sangat rendah. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun bahwa selama 

periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2020, dana otsus telah menjadi sumber 

pembiayaan utama dalam APBD Provinsi Papua dan bahwa besaran PAD di Provinsi Papua 

masih jauh dibawah rata-rata nasional (Mayor, 2022). Dari tahun 2014 sampai dengan 2018, 

dana Otsus rata-rata menyumbang 63,79 persen dari total pendapatan Provinsi Papua, 

sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan relatif kecil, yaitu hanya berkisar 8,05 

persen (BPK, 2021). 

 

https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/tag/APBD%20Provinsi%20Papua
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Ketidakseimbangan PAD dengan belanja daerah hampir terjadi di seluruh 

Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, menurut Kekry (2020) rata-rata realisasi belanja daerah 

pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua secara agregat mencapai Rp1.336.443.232.958, 

sedangkan rata-rata realisasi PAD hanya berkisar Rp51.975.949.322. Sejalan dengan hal 

tersebut, Bank Indonesia (2022) dalam laporannya menyebutkan bahwa rasio kemandirian  

fiskal daerah Provinsi Papua pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,76 persen, menurun 

dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 8,31 persen. Meskipun pada daerah yang memiliki 

ketergantungan  terhadap  dana  transfer  dinilai akan lebih stabil dalam menghadapi krisis, 

namun ketergantungan  ini akan  memperlambat atau berdampak negatif pada pembangunan 

(Fatahillah, Ananda, & Prasetyia, 2021). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Parera (2017), efektivitas realisasi pajak 

daerah Provinsi Papua tahun 2014 hingga 2016 tergolong sangat efektif, di mana pada tahun 

2015 meskipun terendah, tetapi persentasenya pencapaiannya terhadap target sebesar 83,64 

persen atau berjumlah Rp242.781.432.211. Meskipun efektif, tetapi jumlahnya masih 

rendah dibandingkan kebutuhan pengeluaran. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran 

masyarakat sebagai wajib pajak, lemahnya sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang 

menunggak pembayaran, masih banyak jenis-jenis pajak yang belum dikelola secara baik 

atau maksimal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua, serta terbatasnya dana untuk 

administrasi pajak daerah (Parera, 2017). Lebih lanjut, kemampuan administrasi perpajakan 

dan retribusi di Provinsi Papua masih rendah, ditandai dengan beban biaya pemungutan 

yang besar dan kurangnya kapasitas pengawasan dan pemungutan pajak (Kayame et al., 

2017). 

 Besarnya bantuan dan subsidi dalam distribusi dana otsus mengurangi upaya 

intensifikasi pemungutan pajak untuk peningkatan pendapatan sendiri sehingga pemerintah 

daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk 

mendapatkan bantuan tambahan (Kayame et al., 2017). Fenomena ini disebut pula sebagai 

flypaper effect, yang mana jika dilihat dari bureaucratic model mengacu pada perilaku 

birokrat dengan kekuasaannya yang cenderung lebih mudah menghabiskan dana transfer 

dari pusat dibandingkan melakukan kenaikan pajak yang dianggap tidak populer di mata 

penduduk daerah (Armawaddin, Rumbia, & Afiat, 2017). Di sisi lain, kecilnya peran PAD 

dalam APBD tidak lepas dari sistem pembagian kapasitas fiskal di Indonesia yang masih 

memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk memungut pajak yang  
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berpotensi tinggi, di mana penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 0,78 

persen sampai 19,30 persen dari total penerimaan pajak (Kayame et al. 2017).  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan paparan di atas, disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah 

Provinsi Papua baik dari indikator keberlanjutan, fleksibilitas, maupun kerentanan pada 

tahun 2014 hingga 2020 belum menunjukkan kinerja yang baik. Rendahnya kinerja 

keuangan Pemerintah Provinsi Papua disebabkan rendahnya kapasitas SDM dalam 

membuat perencanaan pembangunan yang efektif, pengalokasian dana yang tidak sesuai 

dengan peruntukkannya, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dalam 

pengelolaan dana Otsus, dan timbulnya flypaper effect atau kecenderungan bergantung pada 

dana transfer pusat daripada penggalian sumber-sumber PAD baru. Adanya transfer 

pemerintah pusat dalam kerangka Otsus mengurangi upaya intensifikasi Pemerintah 

Provinsi Papua dalam meningkatkan PAD, di mana pemerintah daerah lebih mengandalkan 

kemampuan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatannya.   

Saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang 

dapat diterapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua beserta 

kabupaten/kota dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan daerahnya, yaitu: 

a. Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Pusat melibatkan akademisi di 

bidang-bidang yang menjadi isu prioritas di Provinsi Papua untuk bekerja sama 

menyusun dan mengimplementasikan rencana jangka panjang dan menengah 

pembangunan di Provinsi Papua. Rencana harus didasarkan pada prinsip 

pemberdayaan SDM dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.  

b. Pemerintah Pusat dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas Pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota Papua dengan menerapkan evaluasi penggunaan dana Otsus 

dan pencapaian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Papua yang akan berpengaruh 

pada besaran pemberian dana Otsus tahun selanjutnya. 

c. Pemerintah Pusat secara berkala mengadakan pengembangan kompetensi terhadap 

SDM di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Papua terkait pengelolaan 

keuangan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pengembangan 

tersebut harus disertai pula dengan penilaian kompetensi agar dapat dilihat efetivitas  
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pengembangan kompetensi terhadap kualitas SDM yang terbentuk. 

d. Pemerintah Provinsi Papua perlu menyusun laporan kinerja yang terkonsolidasi 

dengan seluruh kabupaten/kota yang kemudian menjadi bahan pembahasan bersama 

seluruh kabupaten/kota di akhir tahun untuk menentukan rencana kinerja tahun  

selanjutnya yang merefleksikan perbaikan kinerja. Mendiskusikan alternatif solusi 

perlu dilakukan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran di 

seluruh daerah guna mencegah adanya kesenjangan.  
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